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'LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 9 TAHUN 2002 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
_ 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Daerah Propinsi Sebagai Daerah
Otonom serta Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor :
1455/K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha
Penunjang Tenaga Listrik, maka pembinaan dan
pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan
Tenaga Untuk Kepentingan Umum dan Usaha
Penunjang Tenaga Listrik menjadi kewenangan
Daerah;



- Mengingat

. 1.

‘bahwa untuk menjamin mamswm _ﬁummﬂg _E_EE %_E,: _

rangka pembinaan dan pengawasan mo_ummm_Embm _
dimaksud pada huruf a perlu ditetap aosmms ?EEB: _

Daerah.

G:mmsm..c:%bm ZoEo_‘ 13 Tahun 1950 _w_ssnm

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor _

76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

G:aw:m.cnamzm. Nomor 23 Tahun 1997 tentang _

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
umucv

10.

12.

Peraturan ?E.oE:Sr Nomor 10 Tahun 1989 ﬁ:ﬁ:m _
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

‘(Lembaran Negara Tahun 1989 ZoEoH 24, Tambahan
‘Lembaran Negara Nomor 3394);

m.m_.mEB: Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang
Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor am Tambahan Lembaran Za gara
ZoBo_. 3603); .

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ﬂggm
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3052);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang

- Pedoman Teknik Penyusunan Bentuk Undang-undang

dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, Peraturan Pemerintah dan Keputusan
Presiden; |

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan,
Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian

~ Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada

13.

14.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Ser1 D);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20
Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000
Nomor 33 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor _mu
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000

- Nomor 36 Tahun 2000 Seri D).
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Menetapkan :

Dengan m.a-.mon&._:mn _

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

KETENAGALISTRIKAN
‘BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

ilhg

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

dibidang Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
Bupati adalah Bupati Banyumas; | _
Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mempunyai tugas pokok,
dan fungsinya bertanggung jawab dibidang Ketenagalistrikan;

Dinas adalah Dinas yang tugas pokok, dan fungsinya bertanggung
jawab dibidang Ketenagalistrikan;

Kepala Dinas adalah Pejabat yang mempunyai tugas pokok, dan
fungsinya bertanggung jawab dibidang Ketenagalistrikan; _
Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyedi
dan pemanfaatan tenaga listrik; _
Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang
dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam
keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau
Isyarat, - _ | .

4

PERATURAN DAERAH TENTANG

12,

13.

_ Penyediaan Tenaga Lisirik adalah pengadaan ﬁ:mmm listrik mulai dar1
titik pembangkitan sampai titik pemakaian;

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan mo:&_”m yang
selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmist dan
distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan

- sendiri; |

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

~ organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap

14.

15.

16.

17.

18.

19.

serta bentuk badan usaha lainnya;

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang
selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, aa.smamm.m dan
distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan
umum; _ _ _

Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang
selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan kepada
perseorangan atau Badan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan sendiri di Wilayah Kabupaten Banyumas;
Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang
selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan kepada w.mamb
untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut [UPTL
adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan untuk
melakukan kegiatan usaha dibidang jasa penunjang ketenagalistrikan;
Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan selanjutnya disebut PKUK
adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh
Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan
tenaga listrik; _ N
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri
selanjutnya disebut PIUKS adalah Perseorangan atau Badan yang
mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri di Wilayah Kabupaten Banyumas;

S




- 20.

21.

22.

23.
24,
25
- 26.
- 217.

28.

29.

meo gang Izin c.mmrm Nmﬁ:mmm:mﬁwmu GuEw W%o:c:mmb GB:B
selanjutnya disebut PIUKU adalah Badan yang mendapat izin untuk

melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk _noﬁgﬂnmms umum
di Wilayah Kabupaten Banyumas;
Pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga _.._mﬁ._w yang selanjutnya

disebut PIUPTL adalah Perseorangan atau Badan yang mendapat izin

untuk melakukan usaha dibidang jasa penunjang ketenagalistrikan;
Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut instalasi adalah

bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin,
peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapan yang digunakan untuk

~pembangkit, konversi, transformasi, pendistribusian - dan

pemanfaatan tenaga listrik;
Pembangkit adalah setiap pembangkit Snmmm listrik termasuk gedung

dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat
yang diperlukan; |

~Jaringan Transmisi adalah jaringan _wammm yang cm:ommnmmb kerja di
‘atas 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt;

Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga __mm._w yang cm:wmmsmmn

kerja sampai dengan 35.000 (tiga puluh lima ribu) volt;

Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang
- dibangkitkan secara terus-menerus untuk Eo_mu&:_ kebutuhan sendiri
- tenaga listrik yang diperlukan; .

Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga __ma._w u&:m

dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin
“keandalan penyediaan tenaga listrik;

- Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang

dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik;

Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang

a-cm:mx&&: E::w kegiatan yang bersifat sementara.

B

 BABII

MAKSUD DAN TUJUAN

B m-wm»_n

Maksud dan tu ‘__cmc 983@5::5 Peraturan Daerah ini adalah :

"a. Memberikan dasar hukum dalam rangka pemberian IUKS, ENG |

IUPTL dan Wajib Terdaftar Usaha Ketenagalistrikan;
b. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup; _ _
c. Memberikan dasar hukum dalam rangka pembinaan dan wmnmmimmmb _

usaha Wmﬁummm:m_.hg di ch:cmﬁu wmb%_s_mm | -

~  BABIII

' USAHA KETENAGALISTRIKAN
| Pasal 3 _ -

(1) u enis usaha w@ﬁsmmm__ms._wmn di Kabupaten w..Ew:Emm 8&5 am:
a. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (UKS);
'b. Usaha Ketenagalistrikan Untuk N@ﬂoﬁammb Umum ACWS
c. Usaha m.o::emnm Tenaga Listrik AGE,C

(2) Jenis usaha penyediaan Honmmm __mﬁw sebagaimana dimaksud _.umam
ayat (1) huruf adanb, meliputi :
a. Pembangkitan tenaga listrik;
b. Transmisitenaga listrik;
c. Distribusi tenaga listrik.

(3) Jenis Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud %_m_.a _

mua: (1) hurufc meliputi:

Konsultansi yang co_&:_u::mms dengan Ketenagalistrikan;
Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Nnﬁummm__mﬁwm:
Pemeliharaan Peralatan Noﬁ:mm&_mﬁg _

Pengembangan Teknologi m.o_.m_mﬁn yang EQEE ang voswoa_mms

Tenaga _L strik.

a0 o




(1) Setiap Usaha m.ob%@&mms Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Adﬂmv
dengan kapasitas 50 kVA (lima puluh kilo Voit Ampere) ke atas i&& |

~ BABIV

PERIZINAN

 Bagian Pertama _

Wewen Eum Pemb o,-.mmn Izin
" Paragraf1

B IUKS

m.mmm—a

o mendapatkan [UKS amz Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

©

Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) yang kapasitasnya di bawah 50 kVA (lima puluh _c_o Volt

Ampere) wajib Hm_.ammma di Pemerintah Umma.:

Besarnya wmwmmwmm minimum mmBS.:mEH yang wajib terdaftar

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar 10 kVA (sepuluh kilo

o <o= Ampere).

(4)

Tata cara dan persyaratan wajib terdaftar sebagaimana dimaksud ayat

- (2) diatur lebih _E_._ utdengan Keputusan wcwm:

o8

wmmm_m

ﬁcﬁm&conwnggﬁ.ﬁm_? wgmmcsmmu ﬁnmmm :mﬁw u&:m
dibangkitkan meliputi : . .

~a. Penggunaan Utama:

b. Penggunaan Cadangan;

~ €. Penggunaan Darurat;

d. Penggunaan Sementara.

o

_,uosmm:_:mm: IUKS wm_umma:_mnm dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan
¢ hanya diberikan apabila jumlah kapasitas _uoEcmEmESu& smm_n
- melebihi besar daya tersambung dari PKUK .

_m.mmm_ 6

[UKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) harus :

d.

b

(1)

~dilakukan pemeriksaan instalasi listrik, tersedianya sumber daya

(2)

U_wo_.cmrm_.:_ mwm_u__m diadakan perubahan sifat vgmmczmm:_

sebagaimana dimakaud pada Pasal 5 ayat(1); = ._
Diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas wochsmw: 95

- jumlah kapasitas mecmbm_E tenaga listrik yang diizinkan.

Pasal 7
IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dapat diberikan setelah

manusia yang cukup dan peralatan memadai yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam m_wmﬁ (1),
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Woﬁm._ iban dan _mabmms
yan m harus ditaati oleh Pemegang Izin.
Paragraf 2
IUKU

Pasal 8

Setiap usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum (UKU) wajib
mendapatkan IUKU dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



~ Pasal9

- JUKU mmcmmmmamcm ‘dimaksud wwam Pasal 8, harus &wm&mrma.m apabila |

- diadakan perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

_ _m.mmE 10

(1) IUKU mmcmmm_:_mnm Eamwmca pada m.mmm_ 8, amwmﬂ &co:wm: setelah

a__m_E_S: pemeriksaan instalasi listrik, tersedianya sumber daya

- manusia yang cukup dan peralatan memadai ua.:m rmm__nu& dituangkan
- dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Dalam Em:&onwms Fmb .mocmm&Emnm &B_m_aca am._mB ayat (1),
~ Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan kewaj &mb dan

_E,mbmmb yang harus &Bm_u oleh WoBo gang Jzin.
m.ﬁ.mmn&. 3
 IUPTL

m.mm& H_

Setiap Gmmrm Penunjang Ho:mmm Listrik (UPTL) waj _c Egamwmg _

HGSF dari wcwma atau Pejabat yang Q_EE uk.
Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan HNE
Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan IUKS sebagaimana &Emwmca pada Pasal 4 ayat
(1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan cara Eonm_m_ formulir yang

telah Emo&p_ﬂm: agmmz &_m__ﬁ_:

(2)

i

SR T a0 O

T B

- Foto Copy Kartu Hmbam wga:a:w bagi wmaoroa woamo_.mbmmb
dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi meoro: Badan Hukum;
NPWP bagi yang berbadan hukum,;

[zin Gangguan; |
Gambar tata letak _E_mw:nmmﬁ_
Gambar Daerah Instalasi;
Gambar diagram garis tunggal instalasi;
Persetujuan studi AMDAL/UKL/ UPL/Surat Pernyataan;
Surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa jumlah bahan
bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan
pembangkit tenaga listrik sesual dengan @oE:EWmEdP _

i. Rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan

penyediaan _“msmmm listrik di wilayah usahanya;

Untuk mendapatkan [UKU sebagaimana 98&8:& pada Pasal 8,

pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan cara mengisi formulir yang
telah disediakan dengan dilampiri :

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemimpin atau wm:mcmmccm _
Jawab Badan Usaha;

b. Akte Pendirian Badan Usaha;

c. NPWP; |

d. IzinGangguan,;

e. Lokasi Proyek;

f. Jenis, penggunaan dan kapasitas @ochﬂmw: tenaga

listrik/transmisi/distribusi;

Jenis energi primer yang digunakan;

Wilayah usaha;

Jadwal pendanaan;

Jadwal pengoperasian;

Jadwal penggunaan tenaga mm_um\ lokal baik selama masa
pembangunan maupun selama masa operasi;

1. Gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan;

m. Persetujuan studi AMDAL/UKL/UPL/Surat Pernyataan.
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Gv Tata cara dan _uoaﬁ_.mg untuk Bosamwmaﬁm: IUPTL &mﬁcw _o_u_:

(1)

(2)
3)
(4)

5)

(6)

(7)

_me_: %nmm: mowcemmb wcwmc
w wm_mb ﬂ&mm _
Masa Berlaku TUKS, IUKU, TUPTL dan Wajib Terdaftar

 Pasal 13

::Am &co:wm: E_Ew ._mum_ﬁm ime m 953 EE: dan amvmﬁ

diperpanjang.

[UKU diberikan untuk gmsmwm waktu 15 (Iima @o_mmv tahun am: dapat
diperpanjang.

IUPTL a_co:wm: untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat

&_uo_.wme ang.

2&& ﬁoammmaa_co:wms _EEW _msmwm smeuE mmv S_Ec n_m: amwmﬂ
didaftar c_mbm |

[UKU Ew:._ m& batal demi _E_EB apabila dalam _m:mwm Em_a: 2 acmv

tahun sejak tanggal diterbitkannya IUKU, pembangunannya cwEB _

dimulai.

Permohonan perpanjangan IUKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar
hanya amvmﬂ disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) c:_mz sebelum
masa 1zin berakhir. .

Tata cara pengajuan permohonan mocmmm_Emsm a_Em_Q:a mwmﬂ ©)
diatur lebih _mEE dengan Keputusan Bupati.

12

(1)

- Ema_ 14

Eﬁm [UKU, IUPTL dan Waj _c Terdaftar cmB_&: wmngm
a. Habis masa berlakunya;
b. Dikembalikan;

¢ Dibatalkan.

(2)

(3)

4)

(1)

(2)

[UKS, IUKU, IUPTL dan Wajib Terdaftar yang habis masa
berlakunya sebagaimana dimaksud dimaksud ayat (1) huruf a
berakhir karena tidak diberikan perpanjangan/daftar Emnm mm_.c
pemegang izin tidak mengajukan perpan; mnmms\ ammm_. ulang. _

IUKS, TUKU, Ewﬂu dan Wajib Terdaftar yang vonEH wE.mzm _
e_ﬁacm:wm: sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berakhir
karena izinnya dikembalikan kepada Bupati atau Pejabat yang

“ditunjuk secara tertulis disertai dengan alasan yang mm:

EWm, IUKU, IUPTL am: Wajib Terdaftar umEm berakhir karena
dibatalkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf ¢, apabila pemegang
izin melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.

wmmm,mu | Keempat
Pengalihan Kepemilikan Izin
Pasal 15

[UKS, IUKU dan IUPTL hanya dapat dialihkan kepada pihak lain
setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk.

Dalam hal pemegang i1zin meninggal dunia atau karena seseuatu sebab
tidak lagi menjadi pemilik 1zin usaha, maka ahli waris atau orang-
orang yang mendapatkan hak daripadanya selambat-lambatnya 4
(empat) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau saat
terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan
balik nama kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. _

13



(3) Untuk Bm:&%m%mn persetujuan permohonan balik nama IUKS

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib melampirkan :
a. _

b
d.
c

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon Perseorangan
dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi Pemohon Badan Hukum;
NPWP bagi yang berbadan hukum; .

[zin Gangguan;

IUKS yang lama berserta EEEB: EBEEE&S

Surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa Sﬁm-

-dialihkan kepemilikannya kepada pemohon yang dilegalisir oleh

- Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-

undang.

(4) Untuk Em:&m@m%m: persetujuan permohonan balik nama IUKU
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib melampirkan :

d.

b
C.
d.
e
f

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk _uoE_EwE atau wgm:mm::m

Jawab Badan Usaha;

Akte Pendirian Badan Usaha:
NPWP;

Izin Gangguan;

IUKU yang lama beserta lampiran-lampirannya; .
Surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa UKU

dialihkan kepemilikannya kepada pemohon yang dilegalisir oleh

Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang-

- undang.

(5) Untuk mendapatkan persetujuan permohonan balik nama IUPTL
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemohon wajib melampirkan :

d.

b.
C.

D

Foto Copy Kartu Hm:am Penduduk Pemimpin/Penanggung Jawab
Badan Usaha;
NPWP;

Sertifikat Registrasi wwémmrmms yang diterbitkan oelh Lembaga

‘yang berwenang;

Daftar riwayat hidup 1@8:5@5 Badan Usaha;
Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik;

14

o

_ -mm_dmwﬁ _ugm:mmczm Jawab Hm_o:w yang sesual aosmmb jenis %,: _

peng mo_oumm_za\m._
Daftar tenaga kerja tetap;
Daftar peralatan kerja dan alat ukur ww:m vonu:sme aobmg cm:w

JUPTL yang akan dialihkan kepemilikannya; _
Surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris bahwa UPTL

~ dialihkan kepemilikannya kepada pemohon yang dilegalisir oleh
Camat setempat atau Pejabat _En usbm ditunjuk oleh Undang-

undang.

B

Bagian Kelima
~ Pencabutan Izin

Pasal 5 _

_9 Hcﬂm ENG mm: IUPTL n__omcﬁ mwmg_m

a. lIzindiperoleh secara tidak sah; _
b. Pemegangizin melanggar wﬁouam?w@ﬁ:ﬁmb vang diatur dalam

_ Peraturan Daerah ini;
c. Lokasi tempat usaha &czarwmn oleh Pemerintah untuk

kepentingan pembangunan fasilitas umum atau sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Umom_b___..

_ va Pencabutan izin sebagaimana QBmwmca dalam ayat (1), diberitahukan

secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-
alasannya. :

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dalam
waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

_ ~ diterimanya tanggal penerimaan pencabutan, peme mmnm izin wajib

menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.
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BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

- Pasal 17

'PIUKS berhak melakukan _nnmamab cmmwm@m sesual amnmms Eﬁm yang -

telah diberikan.

Pasal 18

PIUKS wajib :
a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang Ed_u:_ dari pelaksanaan
IUKS yang diberikan; .

b. Melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan
serta  kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

- d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati lewat Kepala

Dinas mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

PIUKU berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKU yang
telah diberikan.

Pasal 20

PIUKU wajib :

a. Bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan
IUKU yang diberikan;

b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan

serta kelestarian fungsi _Emw_EmE_ sesual dengan peraturan perundang-
Eamammn yang berlaku;

16

c. Menyampaikan E@o&: secara berkala mow:mmbm-_e_.mbm:ﬁ 6 Angv

cc_mzmowm:w%mamw:wma_oiﬁ Noum_m U:Bm aozmmu ﬁaccmmb
kepada Menteri. _

Pasal 20 huruf c memuat antara lain :

a. Penanggung jawab pembuat _mvoab.

b. Periode laporan;

c. Produksi listrik (kWh) dan penggunaan bahan a&m:, sclama

periode laporan,
d. Data teknis (jika ada perubahan).

(2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Keputusan bupati.
Pasal 22

Hak dan kewajiban PIUPTL diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

Pasal 23

(1) PIUKS %m:m dalam usahanya ternyata mempunyat kelebihan tenaga
listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan
tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat IUKU;

(2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), sebesar-besarnya 30 % Anmm vc_:r
perseratus) dari jumlah pemakaian sendiri;
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vamnmm._cm_ Hm:mmm __ms._w _onmam _.umgmmm: 8_.8_:: &ammmawmn _omam _.. __. : __ __ m._m_um_
- kesepakatan _Ga:m _uo_mb w_rmw o _ N

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

- Dinas/Instansi dapat melakukan pemeriksaan terhadap :
a. Ditaatinya ketentuan dan peraturan di bidang ketenagalistrikan;

(4) mmamm jual aummm listrik _S_umam umum &mE_. sesuai aozmmu wmﬁnamz _
?EE_.E_ perundang-undangan yang _uo_._&e

(5) Em_.mm jual Sammm listrik :E.:m am_mE mata :mbm E@B: - . _ _ b. Laporandari PIUKS dan PIUKU atas penggunaan instalasinya;
_ o _ - c¢. Laporandari PIUPTL atas _Aom_mﬁn usahanya. -
m.mmm_ Na _
_ Eww VIII
Kepada EC.Nm yang telah disetujui wozsoro:mb RE_E_E_ kelebihan _ -
tenaga listriknya diberikan [IUKU. | B _ SANKSI ggmgmm
Pasal 25 - o Pasal 29
Tata cara dan persyaratan penjualan kelebihan tenaga listrik mocmmm_amnm . , _ _
_ Dalam hal PIUKS, PIUKU dan PIUPTL melanggar Pasal 18, Pasal 20 dan
dimaksud pada Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Nm@:Emmb Bupati sesuai - . " Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa : _.
- peraturan perundang-undangan yang berlaku. _ _ _ | a. Peringatan tertulis atau;
BAB VII _ _ - b. Pencabutan sementara JIUKS, IUKU Q&b [UPTL, atau ;
- | . _ - c. Pencabutan IUKS, IUKU dan IUPTL.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .
Pasal 26 _ BAB IX
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan IUKS, IUKU dan NHH.HZHQ»Z PIDANA
IUPTL dilakukan oleh Dinas/Instansi yang coazmm:__m _mimc di bidang _ _
ketenagalistrikan. | Pasal 30
Pasal Nq _ (1) wmn..Sm siapa melanggar ketentuan m@cmmm_agm Q_Emwmzn_ Pasal 4
_ ~ ayat(1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16
Dalam melaksanakan woB_uEmm: mocmmmnﬁmzm dimaksud am_m_.: Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini,
Kepala Dinas/Instansi : o diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan mB: denda
a. Zo:aﬁwwm_m pedoman teknis vo_mwmmsmmu pekerjaan dengan . setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
memperhatikan standar keselamatan kerja, keselamatan umum dan (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud am_mB &E (1) adalah

- lingkungan dibidang ketenagalistrikan; _ - _
b. Memberikan bimbingan dan pelatihan. _ - R wo_mammm_.m:
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BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Selain oleh pejabat penyidik Umum, wo@m&_ﬁm: Hmm tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dapat juga dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai aosmmn
peraturan wwésamsm-cuambmmb yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana a::m_aca dalam ayat (1) adalah :

d.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
ketenagalistrikan agar _ﬁaabmmz atau _mwoam: tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan mowc_u::mms dengan E&mw pidana dibidang

~ ketenagalistrikan;

Meminta keterangan dan _um:ms bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan peristiwa tindak @amum dibidang
ketenagalistrikan;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti,
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

‘Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tindak

pidana dibidang ketenagalistrikan;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe.

2

(3)

(1)

(2)

ZoBo_Hﬁ seseorang yang berkaitan agmwu tindak E&:m &c_n_msm _
ketenagalistrikan;

- Memanggil orang untuk aagmm_. woﬁgmm:bwm dan a_wan_am _

sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan; .

Melakukan tindakan lain yang @Q.E untuk w@_mboﬁ.m: penyidikan
tindak pidana a_cam:m ketenagalistrikan menurut hukum yang %@mﬂ
Q_wonmsmmgm_ awabkan. _

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan B@E\mnﬁm_wmn hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 dan telah memiliki izin
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebelumnya, maka pendaftaran atau izin tersebut tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya masa izin tersebut, untuk kemudian dalam waktu
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan
Daerah 1ni wajib memiliki 1zin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan
Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 dan belum memiliki izin _
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada
sebelumnya, dalam waktu mo_mEcmﬁ._Ezva%m 3 (tiga) bulan
terhitung sejak berlakunya Peraturan UmoBr ini wajib BQE__E izin

_uoammmnwmz Peraturan Daerah ini. .
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GV mo:mw o_.mbm atau g&s hukum wm:m pada saat _uo_._m_éa\m Peraturan _
Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 4 ayat (2), wajib mendaftarkan kepada woanEBr.

Daerah mo_EscmT_chmSwm 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya

Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan di Pemerintah UmoB:.

cmammm_.wmu woBEBb Daerah ini.
'BAB Nﬂ
' KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenal teknis pelaksanaannya, akan diatur am,z 988@55 aonmm:_ _

Keputusan Bupati.

Pasal 34
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Juni 2002
_ BUPATIBANYUMAS
Diundangkan di Purwokerto ted.
pada tanggal 3 Juni 2002 - ARIS SETIONO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
- BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 SERI E

22

PENJELASAN

Esm
EEEEE DAERAH KABUPATEN w»zdcz_»m
 NOMOR 3 TAHUN 2002
'TENTANG
- KETENAGALISTRIKAN
I. PENJELASAN UMUM

Listrik adalah merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat
penting artinya bagi kehidupan manusia modern, namun sekaligus dapat
membahayakan bagi jiwa dan harta benda, apabila salah dalam
pengadaannya yang meliputi perencanaan, pemasangan, pengujian dan
pengoperasian, maka _.uoz: adanya pembinaan dan Pengawasan mm_mE
pelaksanaannya. _

Salah satu mekanisme pengawasan adalah melalui perizinan dimana
didalamnya terkandung mm@ww kelaikan operasi, hak dan kewajiban, mmb_@
dan pemantauan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ZoBQ. 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai UmoBr
Otonom dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor :
1455 K/40/MEM/2000 tentang pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Umum dan Usaha penunjang Tenaga Listrik, telah diserahkan
Noim:msmmu Pengawasannya kepada Daerah. _

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah

untuk mengatur, menertibkan, mengamankan, mengawasli serta

mengendalikan usaha di gam.zm Nmﬁ:mm&_mﬁwmb di ngw.ﬁo: Banyumas,
yang meliputi :

a. Cmmrm Nwaammm:mz._g dE:w _nn_ug:smmb mm:a:._
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_ _ 'b.  Usaha Wﬂo:mmm:mﬁ_&s Untuk W%osm:mmn Umum;
- ¢.  Usaha Penunjang Tenaga Ewﬁ:ﬁ _

' II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL
Pasall _ ¢ pasal 1ni memuat wgmo&ms.

istilah yang dipergunakan dalam
Peraturan Daerah 1ni. Dengan

~ adanya pengertian tentang istilah

tersebut dimaksudkan untuk

mencegah timbulnya salah tafsir

dan salah pengertian dalam
memahami dan melaksanakan
Pasal-pasal dalam Peraturan

Daerah 1ni.
Pasal 2 s/d Pasal 11 ” | Cukup jelas.
Pasal 12 ayat (1) hurufa . Dalam hal persyaratan Foto copy

- Kartu Tanda Penduduk,
- Pemohon harus dapat
- menunjukkan Kartu Tanda

Penduduk yang asl. -
Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) _. : Cukup jelas.
Pasal 13 s/d Pasal 15 . Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) hurufa - . Yang _ dimaksud dengan izin

diperoleh secara tidak sah adalah
‘dalam memperoleh izin tersebut
menggunakan cara-cara yang

bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang
berlaku.

 Pasal 16 ayat (1) hurufb

Pasal 16 ayat (1) hurufc

Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3)

~Pasal 17 ma.wmwm_ 30

Pasal u__ ayat(l)

 Pasal 31 ayat (2) danayat (3)

Pasal 32 s/d Pasal 34

.~ Cukup jelas.

Apabila akibat pencabutan izin
~ tersebut dapat menimbulkan
kerugian kepada pemegang izin

sepanjang pemegang 1zin

- mempunyai bukti-bukti hukum
yang sah dengan maksud tidak
- untuk memperkaya dir1 sendiri

~ secara berlebihan dan tidak
- merugikan pihak lain, maka

 kepadanya dapat meminta ganti

rugi yang layak kepada

Pemerintah Daerah tanpa
mengurant kesejahteraannya

sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. _

. Cukup jelas.

: OEE@ jelas.

Dalam melakukan Penyidikan
‘Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah
- Kabupaten Banyumas harus
dapat menunjukkan Surat

Perintah Tugas, kecuali dalam

‘hal tertangkap tangan.

Cukup jelas.

. Cukup jelas.
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